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BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021

SALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25
ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali
diubah terafchir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2021;

: 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintalmn Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

ƒ



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemcrintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pcngclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ÖO Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pcrcncanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Pferubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);



13, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Ptmbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu
sebagaimana telah diubah terakhir dcngan Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2020 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 202 L

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu.

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Keqa Pemerintah
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.



9. Rencana Keija Perangkat Daerah adalah Rencana
Keija Tahiman dan Perangkat Daerah sebagai
penjabaran Rencana Keija Perangkat Daerah masing-
masing Perangkat Daerah,

10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut
KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

ll.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
keija dan anggaran SKPD.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022.

(3 RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat
a rancangan kerangka ekonomi daerah;
U prioritas pembangunan daerah;
a rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satuj tahun; dan
d kebijakan penanganan pandemi Corona Virus

Disease 19 dl Kabupaten Pringsewu.
(3 RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman

kepada RKP Tahun 2021, Program Strategie Nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang düaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar
penyusunan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi
penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun
Anggaran 2021 Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

(IJ RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. rancangan kerangka ekonomi daerah dan

kebijakan keuangan daerah;



d, prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
f. kebijakan penanganan pandemi Corona Virus

Disease 19 di Kabupaten Pringsewu;
g, kinerja penyelenggaraan Pemeontah Daerah; dan
h. penutup.

(2) RKPD sebagaimana dimakaud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran 1 dan pemetaan
nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pringsewu melakukan pemantauan dan pengendaiian
program prioritas Perangkat Daerah dalam penyusunan
program pembangunan Tahun 2021,

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU.

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 13 QOX?

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR
Sesuui dec^nn oslinya

Kepala Bagian Hukum
Secretariat Dacrali Kahupatin Priogsenm
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